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ABSTRAK 
 
          Allif Utama     : Analisis Kepatuhan Pajak Kaur Keuangan Desa 

                         KecamatanRanah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 

 

Pembimbing  : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak 

 
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menanganlisis secara mendalam 

bagaimana kepatuhan perpajakan kaur keuangan Desa di Kecamatan Ranah 
Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yang 
digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara 
ditujukan kepada masing-masing kaur keuangan Desa di 7 desa dari Kecamatan 
Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak dari kaur keuangan desa cukup baik. Masalah 
yang sering dihadapi adalah perihal keterbatasan sumber daya manusia (SDM), 
terutama berkaitan dengan pengetahuan dan/atau pendidikan aparatur desa dalam 
kaitannya dengan aspek perpajakan. Upaya yang dilakukan atas inisiatif dari 
Camat adalah dengan diadakan pendampingan dari dispenda dan AR pajak yang 
datang untuk memeriksa dan membantu kaur keuangan melihat APBDes mana 
yang kegiatan-kegiatannya terdapat unsur pajak. 

Kata kunci: kaur keuangan desa, kepatuhan pajak, dana desa, ranah 
batahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di Indonesia. 

Selama periode 2013  2018 pendapatan Negara tumbuh rata-rata 6,1%. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 pendapatan Negara 

ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun dengan dominasi penerimaan perpajakan 

mencapai 85,4%, dengan fenomenanya Pajak penghasilan menjadi 

penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib 

pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang 

dapat menghambat upaya peningkatan rasio pajak, kendala tersebut adalah 

kepatuhan wajib pajak . 

Kaur keuangan desa merupakan Wajib Pajak yang diberi kewenangan 

sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Undang-Undang Perpajakan, 

termasuk di dalamnya adalah Bendahara Desa. Pasal 31 Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut 

pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh 

penerimaan potongan dan yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan peran bendahara desa, 

sangat penting karena Undang-Undang Desa dan aturan turunannya 

mengamanahkan kepada bendahara desa untuk mengatur dan mengelola 

keuangan desa, tak terkecuali aspek perpajakannya. 
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Dalam dana desa terdapat kewajiban untuk menyetorkan setiap 

pemotongan pajak ke kas Negara (Subandi & Fadhil, 2018). Pajak tersebut 

berupa Pajak penghasilan (Pajak Penghasilan) dan pajak lainnya. Artinya, 

kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara termasuk dana 

desa ini kecuali ada pengecualiannya (Maisur & Umar, 2022). Dalam 

implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pengetahuan 

yang komprehensif atas kewajiban perpajakan tersebut. Sistem self assessment 

merupakan sistem perpajakan yang saat ini digunakan di Indonesia. Bendahara 

desa perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait aspek pajak 

pada keuangan desa karena bendahara desa akan melakukan pemotongan 

Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai (Utomo & Nurhidayati, 

2022). 

Besarnya target pemerintah terhadap penerimaan perpajakan secara 

tidak langsung menuntut peran serta bendahara pemerintah agar dapat 

mengoptimalkan fungsinya sebagai pemotong dan pemungut bagi Pajak 

Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Bendahara pemerintah baik 

sebagai bendahara pengeluaran maupun bendahara pembantu pengeluaran 

harus memahami dengan benar kapan suatu transaksi harus dikenakan pajak, 

jangan sampai transaksi yang seharusnya dikenakan pajak tidak dikenakan 

begitu pula sebaliknya. 

Namun, disayangkan kepatuhan bendahara desa dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya diindikasikan rendah. Menurut Yon Arsal, Direktur 

Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak menyatakan bahwa 
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meskipun transfer Pemerintah Pusat untuk daerah dan Dana Desa terus 

meningkat secara signifikan, namun penerimaan pajak dari aktivitas di daerah 

masih rendah, berada dikisaran 3,6%. Penelitian Sakina (2020) juga 

menegaskan bahwa kepatuhan bendahara desa belum memenuhi syarat 

kepatuhan formil maupun materil dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Secara spesifik menurut (Maisur & Umar, 2022), pemahaman 

perpajakan oleh bendahara pemerintahan dapat dilihat dari pemahaman 

undang-undang perpajakan terutama Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, Pajak 

Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, 

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), dan pemahaman bendahara pemerintah 

mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat dikatakan bendahara desa 

dapat dikatakan memahami perpajakan jika memenuhi kriteria diatas, karena 

bendahara desa merupakan bendahara pemerintahan yang berkewajiban 

mengelola keuangan desa beserta perpajakannya. 

Komponen keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penghasilan 

lainnya, sehingga keuangan desa juga menjadi potensi pemungutan dan 

pemotongan pajak. Menurut Mukminin (2019) potensi pajak yang ada pada 

dana desa antara lain Pajak Penghasilan pasal 23 (sewa mesin, sewa 

kendaraan, pembayaran jasa instalansi listrik dan lain-lain), Pajak Penghasilan 

21 (honorarium kegiatan, uang rapat, uang transport), Pajak Penghasilan Final 
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Pasal 4 ayat (2) atas belanja sewa gedung dan jasa konstruksi, Pajak 

Penghasilan 22 (belanja semen, bata merah, paku, baud, plang kegiatan, kran 

air, palu, linggis, aspal dan lain-lain) dan pemungutan Pajak Pertambahan 

Nilai. Mekanisme pemotongan dan pemungutan tidak jauh beda dari orang 

pribadi atau badan. Namun kurangnya pemahaman menjadi halangan besar 

bagi bendahara desa dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak, 

sehingga ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakan. 

Penelitian Yeniwati dkk., (2018) menyatakan bahwa pasal Pajak 

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanyakan kepada 

Bendaharawan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mereka 

pahami lebih mendalam adalah Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak 

Penghasilan pasal 22. Sementara Pajak Penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat 

(1) para bendaharawan pemerintah kurang memahaminya terutama dalam 

menghitung nilai dari pajaknya. Sama halnya dengan pajak pertambahan nilai 

para bendaharawan pemerintah kabupaten Pasaman Barat juga kurang 

memahaminya. Begitu pentingnya peranan dari Bendaharawan Pemerintah 

Daerah dalam hal pemungutan pajak yang berdampak pada kewajiban 

perpajakan. 

Pemahaman bendahara pengeluaran ataupun bendahara pembantu 

pengeluaran merupakan salah satu faktor kunci yang dapat membantu 

mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari pajak.go.id ternyata banyak sekali aparatur desa yang belum 

memahami perpajakan, demikian pula dengan para pelaku usaha yang menjadi 
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rekanan. pemahaman tentang perpajakan bendahara belum cukup 

mengoptimalkan potensi penerimaan pajak karena bendahara juga sering 

kesulitan ketika akan melakukan pemungutan pajak saat melakukan transaksi 

pembelian barang pihak yang bersangkutan tidak mau dikenakaan pajak, dan 

masih banyak desa yang melaksanakan pembangunan dimana sistem 

pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian. Hal demikian 

merepotkan mereka menghitung Pajak Penghasilan 21 tenaga kerja tersebut. 

Selain itu, masih banyak rakyat yang belum sepenuhnya sadar dan 

menganggap pajak sebagai biaya atau pengeluaran padahal sesungguhnya 

pajak itu bukanlah biaya bukan juga pengeluaran tetapi sebagai sesuatu yang 

melekat dalam kehidupan sehari-hari (Nurjidah, 2017) 

Salah satu desa di kecamatan Ranah Batahan Kebupaten Pasaman 

Barat adalah Desa Baru. Desa Baru berbatasam langsung dengan Privinsi 

Sumatera Utara. Desa Baru sebagai entitas pelaporan pemerintah mempunyai 

kewajiban dalam menghitung, memotong, memungut, membayar, dan 

melaporkan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah merupakan tanggungjawab bendahara desa. Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat menilai Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah 

Batahan merupakan Nagari yang paling transparan dalam pengalokasian 

Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari (sumbar.antaranews.com). 

Awal tahun 2023 Desa Baru mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 

1.629.433.000 berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
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Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2022. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat judul  Kepatuhan Kewajiban 

Perpajakan Kaur Keuangan Desa di Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman  

 
 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak bendahara desa di Kecamatan Ranah 

Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 

2. Apa kendala endala yang menjadi penghambat kaur keuangan desa dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan di Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat? 

3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak 

Bendahara Desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasakan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak kaur keuangan desa di 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat? 
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2. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat kaur keuangan desa 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kepatuhan pajak kaur keuangan desa di Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat? 

D. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
 

1. Bagi Peneliti 
 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan 

pajak bendahara desa di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

Kabupaten Pasaman Barat serta menambah ilmu bagi penulis dalam 

melakukan penelitian. 

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 
 

2. Bagi Pemerintahan Desa 
 

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak. 

3. Bagi Pembaca 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat 

menjadi referensi bagi penelitian sejenis dengan permasalahan yang sama. 


